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PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD)
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
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1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rep M::A Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undany-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nemor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ZoBoﬂumwwvmocmmmmsmsm&cgr aozmmsdsam:m-

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 89);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 dmngmmmamsma_mw&:cmrwoa:m wmzsv&am:mm:

Negara Republik Indonesia nomor 4844),
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noraor 41 39);

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 3 (tiga) kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
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Peraturan Daerah Kabupaten Tren

Kabupaten Trenggalek;
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ggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009, Nomor 1 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009, Nomor 3 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

_ dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAN GGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH ( APBD ) TAHUN ANGGARAN 2009

(D

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

oo

Laporan realisasi anggaran;
Neraca;

Laporan arus kas; dan =
Catatan atas laporan keuangan.

J
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Laporar/ keuangan sebagaimanh dithaksud pada @?& (1) didampiri dengan lagoran kinerja dan ikAtisar Two&: wgm&mn

badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
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Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 1 huruf a tahun anggaran 2

a.

b.

Pendapatan ... Rp. 714.585.681.086,08
Belanja ... Rp. 731.710.291.951,00
Surplus/defisit

Pembiayaan ...

101.358.155.043.61

- Penerimaan Rp
Rp. _8.100.000.000,00

- Pengeluaran
Surplus/defisit

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 2 sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

009 sebagai berikut :

Rp.  (17.124.610.864,92)

Rp. 93.258.155.043,61

Selisih anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 24.125.665.043,08 dengan rincian sebagai berikut :

a.  Anggaran Pendapatan setelah Perubahan
b.  Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
Selisih anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 51 .080.659.934.24 dengan r
a.  Anggaran Belanja setelah Perubahan
b.  Realisasi
Selisih lebih/(kurang)

Selisih anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 75.206.324.977,32 d
a.  Surplus/Defisit setelah Perubahan
b.  Realisasi

Selisih lebih/(kurang)

Rp. 690.460.016.043,00

Rp. 714.585.681.086,08

Rp. 24.125.665.043,08
incian sebagai berikut :

Rp. 782.790.951.885,24

Rp. 731.710.291.951,00

Rp. 51.080.659.934.24

engan rincian sebagai berikut :
Rp.  (92.330.935 .842,24)
Rp. (@17 124.610.864,92)
Rp. 75.206.324.977,32
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(4) Selisih anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 927.219.201,37 dengan rincian sebagai berikut

a.  Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp. 100.430.935.842,24
b.  Realisasi Rp. 101.358.155.043,61
Selisih lebih/(kurang) Rp. 927.219.201,37

(5) Selisih anggaran dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.  Anggaran pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 8.100.000.000,00
b.  Realisasi Rp. 8.100.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 927.219.201,37 dengan rincian sebagai berikut :

a.  Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 92.330.935.842,24
b.  Realisasi Rp. 93.258.155.043,61
Selisih lebih/(kurang) Rp. 927.219.201,37

Pasal 4

Neraca ccbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2009 sebagai berikut :
a.  Jumlah aset Rp. 1.240.642.882.711,78

b.  Jumlah Kewajiban

C. Jumlah Ekuitas Dana

Rp. 3.110.043.723,00
Rp. 1.327.532.838.988,78
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Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun
2009 sebagai berikut :

a.  Saldo Kas Awal per 1 Januari tahun 2009 Rp. 97.620.795.152,15

b.  ArusKas dari Aktivitas Operasi Rp. 97.286.845.583,08

c.  Arus Kas dari Aktivitas Investasi Rp. (114.411.456.448,00)

d.  Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. (2.172.780.798,63)

e.  Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran Rp. 652.536.438,08

f.  Saldo Kas Akhir per 31 Desember tahun 2009 Rp. 81.537.819.270,69
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. LampiranI :  Laporan realisasi anggaran
Lampiran I.1 . Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 :  Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan,

belanja dan Pembiayaan;
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Lampiran .4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran .7
Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10

Lampiran 1.11
b.  Lampiran II
c¢.  Lampiran I

d.  Lampiran IV
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Wowmcmﬁ_.wwm realisasi .m.sm@ams belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisesi, <
program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Neraca

Laporan Arus Kas

Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.  Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
b.  Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.




Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Agustus 2010

BUPATI TRENGGALEK,

Diundangkan di Trenggalek &\f SOEHARTO
pada tanggal 18 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

—CAPTO WIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620331 199003 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI &




